BAB V
PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa:

1.

Perum DAMRI Cabang Bandung sudah memiliki dokumen
terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum,
namun dari penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa
penemuan yang masih belum dimiliki. Dokumen terkait sistem
manajemen keselamatan angkutan umum pada masih belum
semua dimiliki dimana Perum DAMRI Cabang Bandung masih
harus melakukan penyempurnaan dan melengkapi dokumen
untuk memenuhi sistem manajemen keselamatan secara

lengkap yang harusnya memiliki dokumen terkait yang lengkap

Perum DAMRI Cabang Bandung masih memerlukan
rekomendasi dan evaluasi terkait 10 elemen vyang
diterapkan, dimana 10 elemen tersebut masih memiliki
kekurangan pada setiap elemen sehingga dibutuhkan evaluasi
dan rekomendasi dalam penerapan sistem manajemen
keselamatan yang dapat dijadikan patokan sebagai  perbaikan

pada manajemen keselamatan pada perusahaan.

V.2. Saran

1. Perum DAMRI Cabang Bandung perlu membuat dan memiliki

dokumen khusus terkait elemen 1 yang membahas komitmen
dan kebijakan yang perlu dilakukan dokumentasi oleh
perusahaan.

Perum DAMRI Cabang Bandung memerlukan pembuatan
dokumen khusus terkait Standard Operasional Prosedur
(SOP) dalam penerimaan pengemudi atau mekanik pada
perusahaan.

Perum DAMRI Cabang Bandung perlu menerapkan pelaporan
terhadap potensi bahaya yang harrusnya di dokumentasikan

seperti pembuatan form pelaporan dan perusahaan
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perlu melakukan penilaian bahaya dan risiko dalam bentuk
matrik penilaian.

Perum DAMRI Cabang Bandung perlu membuat rencana dan
evaluasi dalam peningkatan dan pelatihan pengemudi.

Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan pelaporan
kecelakaan internal yang melewati prosedur khusus
serta pengisian form pelaporan kecelakaan internal pada
perusahaan.

Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan monitoring dan
evaluasi seperti pembuatan pembuatan dan pengisian form
ketidaksesuaian  dan  form perbaikan  yang harus
melewati beberapa prosedur khusus yang telah dibuat.

Perum DAMRI Cabang Bandung perlu melakukan pengukuran
kinerja berkaitan pada keselamatan, pengukuran kinerja dapat
dilakukan dengan mengukur tingkat kecelakaan dan indeks
keparahana yang bisa saja terjadi saat operasional.

Berdarkan penelitian yang sudah dilakukan Perum DAMRI
Cabang Bandung dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi
penelitian berikutnya seperti dalam menggunakan media
formulir penilaian yang ada pada penilitian ini agar penilaian
lebih rinci dalam melakukan pegecekan sistem manajemen
keselamatan dan dapat menilai 10 elemen sistem manajemen
keselamatan. 10 elemen yang dapat dinilai yaitu, Komitmen
dan kebijakan,Pengorganisasian, Manajemen bahaya dan
risiko, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor, Dokumentasi dan data, Peningkatan kompetensi
dan pelatihan, Tanggap darurat, Pelaporan kecelakaan

internal, Monitoring dan evaluasi, Pengukuran kinerja.
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